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1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan OPD 

 a. Maksud disusunnya Laporan Keuangan SKPD adalah sebagai bentuk 

pertanggungjawaban kepala SKPD atas pengelolaan keuangan beserta 

kinerja atas penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD terkait. 

 b. Tujuan disusunnya Laporan Keuangan SKPD adalah untuk memenuhi 

ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 

 Adapun Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) dimaksudkan untuk 

menginformasikan kebijakan, asumsi dan prinsip akuntansi yang digunakan 

dalam pengelolaan keuangan SKPD  dan penjelasan Pos-Pos Laporan 

Keuangan pada LRA dan Neraca. 

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan OPD 

 Secara rinci landasan hukum penyusunan Laporan Keuangan SKPD Tahun 

Anggaran 2022 meliputi: 

 1. Undang-UndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah 

Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur /Jawa Tengah/Jawa 

Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 

1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730); 

 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 

(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 3851); 

 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara 

  BAB ********* 
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Nomor 4286); 

 5. Undang-UndangNomor 1 Tahun 2004 tentangPerbendaharaan Negara 

(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 4355). 

 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor  53 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389); 

 7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara 

Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400); 

 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 

59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844); 

 9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 

 10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 5043); 

 11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan 

Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara 

Tahun 2000 Nomor 210 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028); 

 12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah  

(Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118 Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 4138); 

 13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah 

(Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119 Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 4139); 
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 14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 

48 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502); 

 15. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah 

(Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 136 Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 4574); 

 16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan 

(Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137 Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 4575); 

 17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 138 Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 4576); 

 18. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada 

Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 139 Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 4577); 

 19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 4578); 

 20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 

2006 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Nomor  4614); 

 21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi 

Pemerintahan (Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165); 

 22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah; 

 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah 

kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 

2011; 

 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang 
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Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2012; 

 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor  65 Tahun 2007 tentang 

Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatandan Belanja 

Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah; 

 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang 

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; 

 27. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 08 Tahun 2010 Tentang 

Perubahan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Pokok-

pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; 

 28. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Barang 

Milik Daerah; 

 29. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 10 Tahun 2021 tentang 

Anggaran pendapatan dan belanja daerah Tahun Anggaran 2022; 

 30. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 72 Tahun 2021 tentang penjabaran 

anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2022; 

 31. Peraturan Walikota Nomor 73 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis 

Pengelolaan Barang Milik Daerah; 

 32. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 36 Tahun 2022 tentang Kebijakan 

Akutansi Pemerintah Daerah; dan 

 33. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 37 Tahun 2022 tentang Sistem 

Akuntansi Pemerintah Daerah. 

1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan OPD 

 Catatan atas Laporan Keuangan SKPD Tahun 2022 disusun dengan sistematika 

sebagai  berikut: 

 Bab I : Pendahuluan 

    Memuat informasi tentang: Maksud dan tujuan penyusunan 



 

 
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan 
 

 

  

 

 

    

 

>>Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2022 – Bab I I/C.5-  C.6 

laporan keuangan, Landasan hukum penyusunan laporan 

keuangan dan Sistematika penulisan catatan atas laporan 

keuangan. 

 Bab II : Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja 

SKPD 

    Memuat informasi tentang: Kebijakan keuangan dalam 

penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Neraca Dinas 

Komunikasi, Informatika dan Satistik Kota Pasuruan.  

Informasi yang kami sajikan meliputi posisi dan kondisi 

keuangan periode berjalan tahun 2022 dibandingkan dengan 

periode sebelumnya dan dibandingkan dengan anggaran 

sehubungan dengan realisasi anggaran Dinas Komunikasi, 

Informatika dan Statistik Kota Pasuruan 

Indikator pencapaian kinerja APBD SKPD berupa indikator 

pelaksanaan program dan kegiatan tahun berjalan kami sajikan  

dengan memuat informasi tentang pencapaian efektifitas dan 

efisiensi program dan kegiatan SKPD 

 Bab III : Kebijakan Akuntansi 

    Memuat informasi tentang: Entitas pelaporan keuangan daerah, 

Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan, 

Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan 

keuangan, Penerapan kebijakan akuntansi  berkaitan dengan 

ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan. 

 Bab IV : Penjelasan pos-pos laporan keuangan 

    Memuat informasi tentang: Rincian dan penjelasan masing-

masing pos-pos pelaporan keuangan, Pengungkapan atas pos-

pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan 

penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja serta 

rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas 

akuntansi yang menggunakan basis akrual yang ada dalam 
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Standar Akuntansi Pemerintahan. 

 Bab V : Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan 

    Memuat informasi tentang hal-hal yang belum diinformasikan 

dalam bagian manapun dari Laporan Keuangan. 

 Bab VI : Penutup 

    Memuat uraian penutup Catatan atas Laporan Keuangan. 
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2.1 Ikhtisar Realisasi pencapaian target kinerja keuangan OPD 

 Target dan Realisasi Belanja 

 Target belanja daerah untuk Tahun 2022 dianggarkan sebesar 

Rp18.378.406.185,00 target ini terinci sebagai berikut: 

No. Uraian 
Target 2022 

(Rp) 

Realisasi 

2022 
% 

1. BELANJA OPERASI 17.095.615.505,00 16.459.922.088,00 96,28 

2. BELANJA MODAL 1.282.790.680,00 1.164.863.500,00 90,81 

 Jumlah 18.378.406.185,00 17.624.785.588,00 95,90 

 
 

 Dari target tersebut pada tahun 2022 berhasil direalisasikan belanja daerah 

sebesar Rp17.624.785.588,00 atau tercapai sebesar 95,90%. 

Penjelasan lebih lanjut terhadap penyerapan belanja daerah adalah sebagai 

berikut: 

 a. Belanja Operasi 

  Rincian realisasi belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa adalah 

sebagai berikut: 

No Belanja Target 2022 Realisasi 2022 % 

1 Belanja Pegawai 4.039.035.104,00 3.917.880.614,00 97,00 

2 Belanja Barang dan 

Jasa 

13.056.580.401,00 12.542.041.474,00 96,06 

Jumlah 17.095.615.505,00 16.459.922.088,00 96,28 

 

 BAB********* 
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 a.1 Belanja Pegawai 

 Belanja operasi merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan 

tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil 

yang ditetapkan sesuai ketentuan perundang-undangan. Selain itu, belanja 

pegawai yang termasuk dalam kelompok belanja langsung adalah untuk 

pengeluaran honorarium/upah dalam pelaksanaan program dan kegiatan 

pemerintah daerah.  

a.2 Belanja Barang dan Jasa 

Belanja barang dan jasa digunakan untuk pengeluaran 

pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) 

bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan 

pemerintah daerah. 

Pembelian/pengadaan barang dan/atau pemakaian jasa dimaksud 

mencakup belanja barang habis pakai, bahan/material, jasa kantor, premi asuransi, 

perawatan kendaraan bermotor, cetak/ - penggandaan, sewa, makanan dan 

minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-

hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan pindah tugas dan pemulangan pegawai.  

 b. Belanja Modal 

  Rincian realisasi belanja modal adalah sebagai berikut: 

No Belanja Target 2022 Realisasi 2022 % 

1 Belanja Peralatan dan 
Mesin 

1.282.790.680,00 1.164.863.500,00 90,81 

Jumlah 1.282.790.680,00 1.164.863.500,00 90,81 
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 b.1 Belanja Modal 

 Belanja modal  digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka 

pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai 

nilai manfaat lebih dari 12 bulan. 

2.2. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah 

ditetapkan 

Dalam pencapaian target kinerja APBD, Dinas Komunikasi, Informatika dan 

Statistik tidak mengalami kendala yang berarti. Terbukti dengan capaian kinerja 

APBD sebesar Rp17.624.785.588,00 atau tercapai sebesar 95,90%. 
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3.1 Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah 

 Entitas akuntansi dan entitas pelaporan keuangan daerah dapat didefinisikan 

sebagai berikut: 

 a. Entitas Pelaporan  

  Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri atas satu atau 

lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-

undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan 

keuangan. Entitas pelaporan dimaksud Dinas Pendapatan, Pengelolaan 

Keuangan, dan Aset Kota Pasuruan.  

 b. Entitas Akuntansi  

  Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna 

anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan 

akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas 

pelaporan. Entitas akuntansi dimaksud adalah Satuan Kerja Perangkat 

Daerah. 

3.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan 

 Basis Akuntansi yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan adalah 

transaksi dan kejadian diakui atas dasar kas modifikasi, yaitu merupakan kombinasi 

basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam laporan 

realisasi anggaran dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas 

dalam neraca. 

Basis kas untuk laporan realisasi anggaran berarti bahwa pendapatan diakui pada 

saat kas diterima di rekening kas daerah atau oleh entitas pelaporan dan belanja 

diakui pada saat kas dikeluarkan dari rekening kas daerah atau entitas pelaporan.  

 BAB********* III Kebijakan Akuntansi 
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Basis akrual untuk neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui 

dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi 

lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat 

kas atau setara kas diterima atau dibayar. 

3.3 Basis Pengukuran yang Digunakan dalam Penyusunan Laporan Keuangan 

 Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan pada Dinas 

Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan adalah: 

 a. Pendapatan diakui pada saat diterima di rekening kas daerah atau oleh 

entitas pelaporan; 

 b. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening kas daerah 

atau entitas pelaporan. Khusus pengeluaran melalui bendahara 

pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas 

pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi 

perbendaharaan; 

 c. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan 

historis; 

 d. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas atau sebesar nilai 

wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut; 

 e. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal; 

 f. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. 

Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu 

dan dinyatakan dalam mata uang rupiah; 

 g. Penetapan saldo pos-pos neraca awal diperoleh dari catatan administrasi 

dan hasil inventarisasi fisik atas aset yang dimiliki/dikuasai Pemerintah Kota 

Pasuruan; 

 h. Periode akuntansi adalah sama dengan periode anggaran diawali pada 

tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember. 

 
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan dalam 



 

 

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan 
 

 

  

 

 

    

 

>>Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2022 – Bab III III/C.3-  C.6 

menyusun Laporan Keuangan Tahun 2022 , untuk penggunaan kode rekening 

penatausahaan didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah 

dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 dengan beberapa tambahan kode 

rekening sesuai dengan situasi dan kondisi yang terjadi di Pemerintah Kota 

Pasuruan. 

Sedangkan untuk pelaporan keuangan yaitu Laporan Realisasi Anggaran 

dan Neraca, untuk rekap per-jenisnya dikonversi dalam format rekening menurut 

Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana diatur dalam PP nomor 24 Tahun 

2005. 

3.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada 

dalam SAP pada OPD 

 
Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah 

daerah adalah basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas  dalam   

neraca, pengakuan pendapatan-LO dan beban dalam laporan operasional. Dalam 

hal peraturan perundangan mewajibkan disajikannya laporan keuangan dengan 

basis kas maka entitas pemerintah daerah wajib menyampaikan laporan demikian. 

Basis akrual untuk LO berarti pendapatan diakui Pada saat hak untuk 

memperoleh pendapatan telah terpenuhi, walaupun kas belum diterima di 

Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan, dan beban diakui Pada 

saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah 

terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau 

entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa 

disajikan pula dalam Laporan Operasional (LO). 

Dalam hal Anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis kas maka 

LRA disusun berdasarkan basis kas berarti pendapatan penerimaan pembiayaan 

diakui Pada saat kas diterima oleh kas daerah atau entitas pelaporan, serta belanja 
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dan pengeluaran pembiayaan diakui Pada saat kas dikeluarkan dari kas daerah. 

Pemerintah daerah tidak menggunakan istilah laba, melainkan menggunakan sisa 

perhitungan Anggaran (lebih/kurang) untuk setiap Tahun Anggaran. Sisa 

perhitungan Anggaran tergantung Pada selisih realisasi pendapatan dan 

pembiayaan penerimaan dengan belanja dan pembiayaan pengeluaran.  

Basis akrual untuk neraca berarti bahwa aset, kewajiban dan ekuitas diakui 

dan dicatat Pada saat terjadinya transaksi, atau Pada saat kejadian atau kondisi 

lingkungan berpengaruh Pada keuangan pemerintah daerah, bukan Pada saat kas 

diterima atau dibayar oleh kas daerah. 

Kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan Pada satu atau beberapa 

periode sebelumnya mungkin baru ditemukan Pada periode berjalan. Kesalahan 

mungkin timbul dari adanya keterlambatan penyampaian bukti transaksi Anggaran 

oleh pengguna Anggaran, kesalahan perhitungan matematis, kesalahan dalam 

penerapan kebijakan akuntansi, kesalahan interpretasi fakta, kecurangan atau 

kelalaian. 

Dalam situasi tertentu, suatu kesalahan mempunyai pengaruh signifikan 

bagi satu atau lebih laporan keuangan periode sebelumnya sehingga laporan-

laporan keuangan tersebut tidak dapat diandalkan lagi.  

Kesalahan ditinjau dari sifat kejadiannya dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis:  

a. Kesalahan yang tidak berulang; dan 

b. Kesalahan yang berulang dan sistemik.  

Terhadap setiap kesalahan dilakukan koreksi segera setelah diketahui. 

Perubahan Kebijakan Akuntansi  

Suatu perubahan kebijakan akuntansi dilakukan hanya apabila penerapan 

suatu kebijakan akuntansi yang berbeda diwajibkan oleh peraturan perundangan 

atau kebijakan akuntansi pemerintahan yang berlaku, atau apabila diperkirakan 

bahwa perubahan tersebut akan menghasilkan informasi mengenai posisi 
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keuangan, kinerja keuangan, atau arus kas yang lebih relevan dan lebih andal 

dalam penyajian laporan keuangan entitas.  

Peristiwa Luar Biasa  

Dampak yang signifikan terhadap realisasi Anggaran karena peristiwa luar 

biasa terpenuhi apabila kejadian dimaksud secara tunggal menyebabkan 

penyerapan sebagian besar Anggaran belanja tak terduga atau dana darurat 

sehingga memerlukan perubahan/pergeseran Anggaran secara mendasar. 

 

3.5 Kebijakan Akuntasi Tertentu 

 

Kebijakan Akuntansi merupakan pedoman penyusunan dan penyajian 

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah untuk tujuan umum (general purpose 

financial statement) yang dapat memenuhi kepentingan sebagian besar pengguna 

Laporan Keuangan (stakeholders) dalam rangka meningkatkan keterbandingan 

Laporan Keuangan terhadap anggaran, antar periode maupun antar entitas. 

Pertimbangan dan/atau pemilihan kebijakan akuntansi perlu disesuaikan 

dengan kondisi entitas pelaporan. Sasaran pilihan kebijakan yang paling tepat akan 

menggambarkan realitas ekonomi entitas pelaporan secara tepat dalam bentuk 

keadaan keuangan dan kegiatan. 

Tiga pertimbangan pemilihan untuk penerapan kebijakan akuntansi yang 

paling tepat dan penyiapan laporan keuangan oleh manajemen: 

a). Pertimbangan Sehat 

b). Ketidakpastian melingkupi banyak transaksi. Hal tersebut seharusnya diakui 

dalam penyusunan laporan keuangan. Sikap hati-hati tidak membenarkan 

penciptaan cadangan rahasia atau disembunyikan 

c). Substansi Mengungguli Bentuk 

Transaksi dan kejadian lain harus dipertanggungjawabkan dan disajikan 

sesuai dengan hakekat transaksi dan realita kejadian, tidak semata-mata 

mengacu bentuk hukum transaksi atau kejadian. 
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d). Materialitas 

Laporan keuangan harus mengungkapkan semua komponen yang cukup 

material yang mempengaruhi evaluasi atau keputusan-keputusan. 
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Laporan Keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan 

mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan selama satu periode, 

agar informasi yang dijadikan dapat dipahami perlu diberikan penjelasan untuk masing-

masing pos pada laporan keuangan, sejalan dengan maksud tersebut tahapan 

penjelasan pos-pos Laporan Keuangan ini akan diawali dengan penjelasan Laporan 

Realisasi Anggaran dan Neraca. 

4.1 Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran 

Rincian dari penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan Pemda 

merupakan laporan yang menjelaskan ikhtisar Sumber, Alokasi dan pemakaian sumber 

daya ekonomi yang dikelola oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota 

Pasuruan yang menggambarkan perbandingan antara realisasi dan anggarannya dalam 

satu periode pelaporan. Dalam penjelasan ini akan disajikan sesuai dengan Struktur 

APBD 2022. 

 

4.1.1 Pendapatan-(LRA) 

Pendapatan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan per 31 

Desember 2022 sebesar Rp0,00. 

4.1.2 Belanja 

Belanja 

Anggaran 2022 

(Rp) 

Realisasi 2022 

(Rp) 

Realisasi 2021 

(Rp) 

18.378.406.185,00 17.624.785.588,00 13.302.740.011,00 

 

Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2022 dan Tahun 2021 sebesar                                         

Rp17.624.785.588,00 dan Rp13.302.740.011,00 apabila dibandingkan dengan target 

belanja sebesar Rp18.378.406.185,00 dan Rp14.013.681.551,00, terdapat pos-pos 

belanja yang belum terealisasi sebesar Rp753.620.597,00 dan Rp710.941.540,00 atau 

 BAB********* 

IV Penjelasan Pos-Pos Laporan 
Keuangan OPD 
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dari keseluruhan anggaran belanja terealisasi sebesar 95,90% pada tahun 2022 dan 

sebesar 94,93% pada tahun 2021. 

1) Belanja Operasi 

URAIAN 
ANGGARAN 

2022 

REALISASI 

2022 
% 

REALISASI 

2021 

BELANJA 

OPERASI 
17.095.615.505,00 16.459.922.088,00 96,28 11.759.610.075,00 

Belanja 
Pegawai 

4.039.035.104,00 3.917.880.614,00 97,00 3.052.406.700,00 

Belanja Barang 
dan Jasa 

13.056.580.401,00 12.542.041.474,00 96,06 8.707.203.375,00 

Belanja Operasi merupakan belanja yang dianggarkan untuk kegiatan sehari-

hari Diskominfo yang memberi manfaat jangka pendek, pada tahun 2022 dan tahun 

2021 dianggarkan sebesar Rp17.095.615.505,00 dan Rp12.350.272.658,00 

direalisasikan sebesar Rp16.459.922.088,00 atau 96,28% dan Rp11.759.610.075,00 

atau 95,22% 

a. Belanja Pegawai 

Untuk Belanja Pegawai pada tahun 2022 dan tahun 2021 dianggarkan sebesar 

Rp4.039.035.104,00 dan Rp3.211.416.740,00 terealisasi Rp3.917.880.614,00 dan 

Rp3.052.406.700,00 atau sebesar 97,00% dari target tahun 2022 dan sebesar 95,05% 

dari target tahun 2021.  

b. Belanja Barang dan Jasa 

Pada tahun 2022 dan 2021 dianggarkan sebesar Rp13.056.580.401,00 dan 

Rp9.138.855.918,00 terealisasi Rp12.542.041.474,00 atau sebesar 96,06% di tahun 

2022 dan Rp8.707.203.375,00 atau sebesar 95,28% di tahun 2021 dari target yang 

ditetapkan. 

2) Belanja Modal 

Belanja Modal merupakan belanja yang dianggarkan untuk perolehan aset 

tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Pada 

tahun 2022 dan 2021 dianggarkan sebesar Rp1.282.790.680,00 dan 

Rp1.663.408.893,00 direalisasikan sebesar Rp1.164.863.500,00 atau 90,81% dan 

sebesar Rp1.543.129.936,00 atau 92,77% dengan rincian sebagai berikut: 
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4.2 Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional 

4.2.1 Pendapatan -LO 

Pendapatan-LO Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Pasuruan per 31 

Desember 2022 sebesar Rp0,00. 

4.2.2 Beban 

URAIAN 
SALDO 
2022 

SALDO 
2021 

KENAIKAN/ 
(PENURUNAN) 

% 

BEBAN 19.469.151.031,00 14.574.849.778,00 4.894.301.253,00 33,58 

Beban Pegawai 3.798.069.479,00 3.172.388.892,00 625.680.587,00 19,72 

Beban Barang dan Jasa 13.099.245.994,00 8.831.250.337,00 4.267.995.657,00 48,33 

Beban Bunga     

Beban Subsidi     

Beban Hibah     

Beban Bantuan Sosial     

Beban Penyisihan 
Piutang 

    

Beban Lain-lain     

Beban Penyusutan 
Peralatan dan Mesin 

1.814.772.275,00 1.749.131.342,00 65.640.933,00 3,75 

Beban Penyusutan 

Gedung dan Bangunan 
40.358.093,00 40.417.484,00 (59.391,00) (0,15) 

Beban Penyusutan 
Jalan, Jaringan dan 
Irigasi 

5.922.183,00 5.922.183,00   

Beban Penyusutan Aset 
Tetap Lainnya 

- - - - 

Beban Penyusutan Aset 

Lainnya 
- - - - 

Beban Amortisasi Aset 

Tidak Berwujud 
710.783.007,00 775.739.540,00 (64.956.533,00) (8,37) 

Beban Bagi Hasil - - - - 

Beban Bantuan 
Keuangan 

- - - - 

Beban tahun anggaran 2022 dan tahun 2021 sebesar Rp19.469.151.031,00 dan 

Rp14.574.849.778,00 ada kenaikan sebesar Rp4.894.301.253,00 dari tahun sebelumnya 

Uraian Belanja Modal 
Jumlah (Rp) 

2022 2021 

Belanja Tanah - - 

Belanja Peralatan dan Mesin  1.164.863.500,00 1.543.129.936,00 

Belanja Gedung dan Bangunan - - 

Jumlah 1.164.863.500,00 1.543.129.936,00 
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tahun 2021. Beban Pegawai – LO pada tahun anggaran 2022 dan tahun 2021 sebesar 

Rp3.798.069.479,00 dan Rp3.172.388.892,00 ada kenaikan sebesar Rp625.680.587,00, 

Beban Barang dan Jasa pada tahun anggaran 2022 dan 2021 sebesar 

Rp13.099.245.994,00 dan Rp8.831.250.337,00 ada peningkatan sebesar 

Rp4.267.995.657,00 dan Beban Penyusutan dan Amortisasi pada tahun anggaran 2022 

dan 2021 sebesar Rp2.571.835.558,00 dan Rp2.571.210.549,00 ada peningkatan 

sebesar Rp625.009,00. 

4.2.3 Kegiatan Non Operasional 

Kegiatan Non Operasional Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota 

Pasuruan per 31 Desember 2022 sebesar Rp0,00. 

4.2.4 Pos Luar Biasa 

Pos Luar Biasa Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan per 

31 Desember 2022 sebesar Rp0,00. 

4.3 Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas 
Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan 

ekuitas Tahun pelaporan dibandingkan dengan Tahun sebelumnya. Fungsi Laporan 

Perubahan Ekuitas adalah sebagai penghubung antara Laporan Operasional dengan 

Neraca yang menerangkan tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas 

operasional Pada Tahun pelaporan. 

Posisi Ekuitas Akhir Pada Tahun 2022 adalah sebesar Rp5.790.479.991,00  
dengan uraian perubahan ekuitas Pada Tahun 2022 sebagai berikut: 

URAIAN 2022 2021 

EKUITAS AWAL 7.577.417.254,00 8.573.843.689,00 

SURPLUS/DEFISIT-LO (19.469.151.031,00) (14.574.849.778,00) 

DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN 
KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR: 

  

Koreksi Ekuitas 57.428.180,00 275.683.332,00 

KEWAJIBAN UNTUK 
DIKONSOLIDASIKAN 

17.624.785.588,00 13.302.740.011,00 

EKUITAS AKHIR 5.790.479.991,00 7.577.417.254,00 

 
Adapun rincian Koreksi Ekuitas Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam lampiran 

Berita Acara Rekonsiliasi Aset Tetap Tribulan IV Tahun 2022 terdiri dari : 

1. Pengurangan koreksi ekuitas atas mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Aset 

Lain-Lain (ekstrakomtabel) sebesar Rp39.021.300; 

2. Penambahan koreksi ekuitas atas penambahan ATB sebesar Rp32.416.125; 



 

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan 
 

  

>>Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2022– Bab IV  
 

IV/C.5-  C.13 

3. Penambahan koreksi ekuitas atas mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari 

SKPD lain dengan nilai sebesar Rp291.765.400; 

4. Pengurangan koreksi ekuitas atas penambahan akumulasi penyusutan karena 

mutasi aset tetap Peralatan dan Mesin dari SKPD lain Rp291.765.400; 

5. Koreksi kurang akumulasi penyusutan karena perubahan kodefikasi sesuai 

Permendagri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi 

Barang pada Tahun 2022 sebesar Rp64.033.355. 

 

4.4 Penjelasan Pos-Pos Neraca 

Pada Tahun 2022 secara umum posisi Aset, Kewajiban dan Ekuitas Dana Dinas 

Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan per 31 Desember 2022 dan 2021 

sebagai berikut: 

URAIAN 2022 2021 

JUMLAH ASET 5.807.330.768,00 7.715.418.546,00 

JUMLAH KEWAJIBAN 16.850.777,00 138.001.292,00 

EKUITAS 5.790.479.991,00 7.577.417.254,00 

JUMLAH KEWAJIBAN DAN 

EKUITAS DANA 

5.807.330.768,00 7.715.418.546,00 

 

4.4.1 Aset 

Guna memenuhi pencapaian target Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik 

tidak terlepas dari serangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan sepanjang tahun 2022, 

baik yang menyangkut upaya intensifikasi maupun ekstensifikasi, dan beberapa 

kegiatan. 

 

ASET 
31 Desember 2022 31 Desember 2021 

5.807.330.768,00 7.715.418.546,00 

 

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Dinas 

Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan sebagai akibat dari peristiwa masa 

lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat 

diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan 
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uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi 

masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan 

budaya. 

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan memiliki aset sebesar 

Rp5.807.330.768,00 dengan rincian sebagai berikut: 

Uraian 31 Desember 2022 
(Rp) 

31 Desember 2021 
(Rp) 

- Aset lancar 1.023.700,00 1.608.600,00 
- Investasi jangka panjang 0,00 0,00 

- Aset tetap 5.261.830.970,00 6.535.385.308,00 
- Aset lainnya 544.476.098,00 1.178.424.638,00 

Jumlah 5.807.330.768,00 7.715.418.546,00 
 

 

   ASET LANCAR 
31 Desember 2022 31 Desember 2021 

Rp1.023.700,00 Rp1.608.600,00 

 

Aset Lancar diklasifikasikan jika diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai 

atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan, 

serta berupa kas dan setara kas. Aset Lancar yang dimiliki oleh SKPD terdiri dari 

Persediaan. 

Kas 
31 Desember 2022 31 Desember 2021 

Rp0,00 Rp0,00 

Jumlah tersebut merupakan saldo kas dan bank per 31 Desember 2022 dan 

2021 dengan rincian sebagai berikut : 

 Bank Jatim No. Rek. 0231030361 Rp 0,00 Rp 0,00 
 Brankas Kantor Rp 0,00 Rp 0,00 

Jumlah Rp 0,00 Rp 0,00 
 

  Kas di Bendahara  
Pengeluaran 

31 Desember 2022 31 Desember 2021 

Rp 0,00 Rp 0,00 

Persediaan 
31 Desember 2022 31 Desember 2021 

Rp1.023.700,00 Rp1.608.600,00 

Jumlah tersebut merupakan saldo Persediaan Habis Pakai/Material per 31 Desember 

2022 dan 2021 dengan rincian sebagai berikut : 
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Uraian  2022  2021 

Persediaan Alat Tulis Kantor  Rp 809.200,00 Rp. 1.368.600,00 

Persediaan Materai Rp 0,00 Rp. 0,00 

Persediaan Cetakan &Habis 

Pakai Lainnya 

Rp 135.000,00 Rp. 240.000,00 

Persediaan Alat Listrik dan 
Elektronik 

Rp 0,00 Rp. 0,00 

Persediaan Perabot Kantor Rp 79.500,00 Rp. 0,00 

Jumlah Rp 1.023.700,00 Rp. 1.608.600,00 

 

Jumlah Aset Lancar 

 

31 Desember 2022 

 

31 Desember 2021 

1.023.700,00 1.608.600,00 

 

ASET TETAP 

31 Desember 2022 31 Desember 2021 

Rp. 5.261.830.970,00 Rp. 6.535.385.308,00 

Jumlah tersebut merupakan saldo Aset Tetap per 31 Desember 2022 dan 2021 dengan 

rincian sebagai berikut: 

Uraian 31 Desember 2022 

 

31 Desember 2021 

1. Tanah Rp 0,00 Rp 0,00 

2. Peralatan dan    Mesin Rp 13.419.925.419,00 Rp 13.207.898.676,00 

3. Gedung dan  Bangunan Rp 2.100.251.994,00 Rp 2.135.886.994,00 

4. Jalan, Jaringan, dan 
Irigasi  

Rp 127.503.510,00 Rp 127.503.510,00 

5. Aset Tetap Lainnya Rp 0,00 Rp 0,00 

6. Akumulasi Penyusutan Rp (10.385.849.953,00) Rp (8.935.903.872,00) 

JUMLAH Rp 5.261.830.970,00 Rp 6.535.385.308,00 

 

Tanah 
31 Desember 2022 31 Desember 2021 

 Rp. 0,00 Rp. 0,00 

 

Tanah  sebesar Rp0,00 dan Rp0,00 merupakan nilai Tanah per 31 Desember 2022 dan 

2021 dengan rincian sebagai berikut : 
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Tanah senilai Rp0,00 dan Rp0,00 merupakan nilai tanah per 31 Desember 2022 dan 

2021 dengan rincian sebagai berikut: 

 

U R A I A N 
 

31 Desember 2022 

 

31 Desember 2021 

 

- Tanah Kampung Rp 0,00 Rp 0,00 

JUMLAH Rp 0,00 Rp 0,00 

 

Mutasi Tanah tahun 2022 adalah sebagai berikut: 

 

Saldo Awal per 1 Januari 2022 Rp 0,00 

Penambahan Tahun 2022 Rp 0,00 

Pengurangan Tahun 2022 Rp (0,00) 

Saldo Akhir per 31 Desember 2022 Rp 0,00 

 

Saat ini Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik tidak memiliki aset tanah. 

 

Peralatan dan Mesin 

31 Desember 2022 31 Desember 2021 

 Rp13.419.925.419,00 Rp13.207.898.676,00 

 

Peralatan dan Mesin sebesar Rp13.419.925.419,00 dan Rp13.207.898.676,00 

merupakan nilai Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022 dan 2021 dengan rincian 

sebagai berikut : 

URAIAN 

 

 
31 Desember 2022 

 

 
31 Desember 2021 

 

 Alat Besar Rp 621.140.492,00 Rp 537.945.000,00 

 Alat –alat angkutan Rp 1.215.290.577,00 Rp 1.235.060.577,00 

 Alat-alat Bengkel dan alat ukur Rp 2.655.000,00 Rp 71.350.000,00 

 Alat kantor dan Rumah Tangga Rp. 3.990.167.322,00 Rp 3.675.887.914,00 

 Alat-alat Studio dan Komunikasi Rp 3.501.066.021,00 Rp 3.538.281.933,00 

 Komputer Rp 4.089.606.007,00 Rp 4.145.109.502,00 

 Alat ukur Rp 0,00 Rp 0,00 

 Alat Kedokteran Rp 0,00  0,00 
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 Alat-alat persenjataan/Keamanan Rp 0,00 Rp 0,00 

 Rambu-rambu Rp 0,00 Rp 4.263.750,00 

JUMLAH Rp 13.419.925.419,00 Rp 13.207.898.676,00 

Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin  tahun 2022 adalah sebagai berikut: 

Saldo Awal per 1 Januari 2022 Rp 13.207.898.676,00 

Penambahan tahun 2022 Rp 1.164.863.500,00 

Pengurangan tahun 2022 Rp 952.836.757,00 

Saldo Akhir per 31 Desember 2022 Rp 13.419.925.419,00 

Adapun rincian pengurangan Aset Tetap sebagai berikut : 

1. Terdapat asset extracomptable sebesar Rp557.959.000 dan Rp31.983.300 dari 

Komputer dan sebesar Rp7.038.000 dari Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar; 

2. Terdapat Mutasi tambah dari SKPD lain sebesar Rp291.765.400; 

3. Terdapat Reklas ke Aset Lain-lain sebesar Rp647.621.857; 

Setelah melalui proses verifikasi dan rekonsiliasi antara Bendahara Barang Dinas 

Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan dan Badan Pengelolaan Keuangan 

dan Aset Kota Pasuruan, maka yang bisa diklasifikasikan menjadi aset tetap Peralatan 

dan Mesin per 31 Desember 2022 sebesar Rp13.419.925.419,00,- 

 Gedung dan 
Bangunan 

31 Desember 2022 31 Desember 2021 

2.100.251.994,00 2.135.886.994,00 

Gedung dan Bangunan sebesar Rp2.100.251.994,00 dan Rp2.135.886.994,00 

merupakan nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2022 dan 2021 dengan rincian 

sebagai berikut: 

URAIAN 31 Desember 2022 31 Desember 2021 

 Bangunan Gedung 

Tempat Kerja 

Rp 
 

2.100.251.994,00 
 

Rp 

 

 

2.135.886.994,00 
 

JUMLAH Rp 2.100.251.994,00 Rp 2.135.886.994,00 
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Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan tahun 2022 adalah sebagai berikut: 

Saldo Awal per 1 Januari 2022 Rp 2.135.886.994,00 

Penambahan tahun 2022 Rp 0,00 

Pengurangan tahun 2022 Rp (35.635.000,00) 

Saldo Akhir per 31 Desember 2022 Rp 2.100.251.994,00 

 

Tahun 2022 Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik tidak ada penambahan Aset 

Tetap Gedung dan Bangunan. Sedangkan pengurangan Aset Tetap Gedung dan 

Bangunan selama tahun 2022 sebesar Rp35.635.000,00. Pengurangan tersebut adalah 

bangunan menara pemancar frekuensi HT. Setelah melalui proses verifikasi dan 

rekonsiliasi antara Bendahara Barang Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota 

Pasuruan dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Pasuruan, maka yang bisa 

diklasifikasikan menjadi aset tetap gedung dan bangunan sebesar 

Rp2.100.251.994,00 sesuai dengan dokumen lampiran Berita Acara Rekonsiliasi Aset 

Tetap Tribulan IV Tahun 2022. 

Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp127.503.510,00 dan Rp127.503.510,00 

merupakan  nilai jalan, irigasi dan jaringan per 31 Desember 2022 dan 2021 dengan 

rincian sebagai berikut: 
 

U R A I A N 
 

31 Desember 2022 
 

31 Desember 2021 
 

 Instalasi Rp 27.766.310,00 Rp 27.766.310,00 

 Jaringan Rp 99.737.200,00 Rp 99.737.200,00 

JUMLAH Rp 127.503.510,00 Rp 127.503.510,00 

 

Mutasi Jalan, Irigasi, dan Jaringan tahun 2022 adalah sebagai berikut : 

Saldo Awal per 1 Januari 2022 Rp 127.503.510,00 

Penambahan tahun 2022 Rp 0,00 

Pengurangan tahun 2022 Rp 0,00 

Saldo Akhir per 31 Desember 2022 Rp 127.503.510,00 

 

Pada Tahun 2022 Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan tidak ada 

penambahan ataupun pengurangan Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan. Setelah 
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melalui proses verifikasi dan rekonsiliasi antara Bendahara Barang Dinas Komunikasi, 

Informatika dan Statistik Kota Pasuruan dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota 

Pasuruan, maka yang bisa diklasifikasikan menjadi aset tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan 

per 31 Desember sebesar  Rp127.503.510,00 sesuai dengan dokumen lampiran Berita 

Acara Rekonsiliasi Aset Tetap Tribulan IV Tahun 2022. 

ASET LAINNYA 
31 Desember 2022 31 Desember 2021 

Rp 544.476.098,00 Rp 1.178.424.638,00 

Berikut adalah saldo aset lainnya per 31 Desember 2022 dan 2021 sebagaimana 

lampiran Berita Acara Rekonsiliasi Aset Lainnya Tribulan IV Tahun 2022 yang terdiri dari: 

 31 Desember 2022 31 Desember 2021 

Aset tidak berwujud Rp 261.915.156,00 Rp 1.178.424.638,00 

Aset lain-lain Rp 282.560.942,00 Rp 0,00 

Nilai Buku Rp 544.476.098,00 Rp 1.178.424.638,00 

 

Aset Tidak Berwujud senilai Rp261.915.156,00 dan Rp1.178.424.638,00 merupakan 

nilai buku aset tak berwujud per 31 Desember 2022 dan 2021 dengan rincian sebagai 

berikut: 

 31 Desember 2022 31 Desember 2021 
 Aset tidak 

berwujud 
 

Rp 

 
 

261.915.156,00 

 
 

Rp 1.178.424.638,00 

Jumlah Rp 261.915.156,00 Rp 1.178.424.638,00 
 

Mutasi Aset Tidak Berwujud tahun 2022 adalah sebagai berikut: 

 

 
Aset Lain-Lain 

 

31 Desember 2022 

 

31 Desember 2021 

Rp282.560.942,00 Rp0,00 

Nilai perolehan sampai Tahun 2021 Rp 1.178.424.638,00 

Mutasi tambah dari aplikasi Simaskot Rp 32.416.125,00 

Mutasi kurang karena Reklasifikasi ke Aset Lain-lain Rp 238.142.600,00 

Beban amortisasi Rp 710.783.007,00 

Saldo Akhir per 31 Desember 2022 Rp 261.915.156,00 
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Aset Lain-Lain senilai Rp282.560.942,00 dan Rp0,00 merupakan nilai aset lain-lain per 

31 Desember 2022 dan 2021. 

Adapun rincian Aset Lain-lain tahun 2022 adalah sebagai berikut: 

 

4.4.2 KEWAJIBAN 

Kewajiban 

 

31 Desember 2022 31 Desember 2021 

Rp16.850.777,00 Rp138.001.292,00 

 

Kewajiban adalah kewajiban kepada pihak ketiga sebagai akibat transaksi keuangan 

masa lalu. Kewajiban dikelompokkan menjadi Kewajiban jangka pendek (Kewajiban 

lancar) dan Kewajiban jangka panjang . 

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Per 31 Desember 2022 mempunyai 

kewajiban sebesar Rp16.850.777,00 yang terdiri dari: 

Kewajiban jangka pendek Utang atas tagihan Pembayaran Telp, Listrik, Air, PPh 21 Gaji 

ASN dan Pembulatan Gaji ASN yang dibayar bulan Januari 2023 sebesar 

Rp16.850.777,00; 

Kewajiban Jangka 

Pendek 

31 Desember 2022 31 Desember 2021 

Rp16.850.777,00 Rp138.001.292,00 

 

Kewajiban jangka pendek secara komparatif rinciannya adalah sebagai berikut: 

  31 Desember 2022 31 Desember 2021 

(1) Tambahan Penghasilan 
Pegawai 2021 

Rp  Rp 119.982.192,00 

(2) PLN Rp 16.247.414,00 Rp 17.700.460,00 
(3) Telepon Rp 290.966,00 Rp 177.300,00 

(4) Air Rp 141.340,00 Rp 141.360,00 
(5) PPh 21 Gaji dan 

Tunjangan ASN Bln 
Desember 2022 

Rp 155.642,00 Rp  

(6) Pembulatan Gaji dan Rp 1.490,00 Rp  

Nilai perolehan sampai Tahun 2021 Rp 0,00 

Mutasi tambah dari Aset Peralatan dan Mesin  Rp 12.643.800,00 

Mutasi tambah dari aset gedung dan bangunan Rp 31.774.542,00 

Mutasi tambah dari Aset Tidak Berwujud Rp 238.142.600,00 

Saldo Akhir per 31 Desember 2022 Rp 282.560.942,00 
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Tunjangan ASN Bln 
Desember 2022 

(7) PPh 21 Kekurangan 
Gaji dan Tunjangan 
ASN Bulan Maret s/d 

November 2022 

Rp 13.808,00 Rp  

(8) Pembulatan 

Kekurangan Gaji dan 
Tunjangan ASN Bulan 

Maret s/d November 
2022 

Rp 117,00 Rp  

 Jumlah Rp 16.850.777,00 Rp 138.001.292,00 

4.4.3 Ekuitas  

Jumlah Ekuitas   31 Desember 2022  31 Desember 2021 

Rp 5.790.479.991,00 Rp 7.577.417.254,00 

Jumlah Kewajiban 
dan Ekuitas  

 31 Desember 2022  31 Desember 2021 

Rp 5.807.330.768,00 Rp 7.715.418.546,00 

 

Ekuitas Pada Tahun 2022 adalah sebesar Rp5.807.330.768,00 mengalami 

kenaikan sebesar Rp1.908.087.778 dari ekuitas Pada Tahun 2021. 
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1. Data Umum SKPD 

 Data-data secara umum yang terkait dengan keberadaan Satuan Kerja Perangkat 

Daerah dalam hal ini adalah Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota 

Pasuruan, secara singkat dapat diuraikan sebagai berikut : 

 1.1 Dasar Hukum Entitas/Organisasi 

  Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan selaku Satuan 

Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Kota Pasuruan, melaksanakan 

tugas pokok dan fungsinya  sesuai dengan Peraturan Walikota Pasuruan 

Nomor 17 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi, 

Informatika dan Statistik. 

 1.2 Identitas dan Lokasi Entitas 

  Nama Entitas : Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik 

  Alamat : Jl. Pahlawan No. 28-B Pasuruan 

  No Telp - Fax : 0343 5616668 

  Kepegawaian dan Struktur Organisasi 

  Pejabat SKPD dalam Pengelolaan  Keuangan Daerah 

  a. Nama : IMAM SUBEKTI, S.Sos, MM 

   NIP : 19730709 199201 1 001  

   Jabatan : Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota 

Pasuruan selaku Pejabat Pengguna Anggaran 

 

 

  BAB ********* 

V 
Penjelasan atas Informasi-

Informasi non Keuangan  
(Non APBD) 
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  b. Nama : EVY ERAWATI, SE 

   NIP : 19810906 201101 1 002 

   Jabatan : Kasubag Penyusunan Program dan Keuangan selaku 

Pejabat Penatausahaan Keuangan  

  c. Nama : ENDAH HARIANI 

   NIP : 19830101 201001 2 003 

   Jabatan : Bendahara Pengeluaran 

   No Rek  : 0231018514  pada Bank Jatim Pasuruan 

  d. Nama : AGUS AUNUR ROFIQ, A.md 

   NIP : 19800611 201001 1 012 

   Jabatan : Pengurus Barang 

  e. Nama : ZULIATUL AFIFA, S.Kom 

   NIP : 19931119 201903 2 005 

   Jabatan : Pembuat Daftar Gaji 

 

 1.3 Struktur Organisasi SKPD 

  Struktur Organisas Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan 

sesuai denga Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok 

dan Fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan adalah  

sebagai berikut : 
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BAGAN STRUKTUR ORGANISASI 

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIDANG  
LAYANAN KOMUNIKASI 

PUBLIK 

SEKSI  

PELAYANAN 

INFORMASI PUBLIK 

SEKSI 

DOKUMENTASI 

SEKSI 

PUBLIKASI 

KEPALA DINAS 

 

 

AMINUROKHMAN 
:   

  TANGGAL :   

KEPALA DINAS 
 

BIDANG  

PENGELOLAAN 

INFORMASI DAN 

KOMUNIKASI PUBLIK 

 

BIDANG  

STATISTIK 

BIDANG 

LAYANAN E-

GOVERNMENT 

 

SEKRETARIAT 
 

SUBBAGIAN 

UMUM DAN 

KEPEGAWAIAN 

SUBBAGIAN  

PENYUSUNAN PROGRAM 

DAN KEUANGAN 

KELOMPOK 

JABATAN 

FUNGSIONAL 
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 1.4 Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi 

Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota 

Pasuruan sesuai dengan Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 17 Tahun 2022 

tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik 

adalah  sebagai berikut : 

Pasal 3 

 

Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik mempunyai tugas pokok 

melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang komunikasi dan 

informatika, serta bidang statistik dan bidang persandian yang menjadi 

kewenangan daerah dan tugas pembantuan.  

 

Pasal 4 

 

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, 

Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik mempunyai fungsi: 

a. penyusunan perencanaan bidang komunikasi dan informatika, bidang 

statistik, dan bidang persandian;  

b. perumusan kebijakan teknis bidang komunikasi dan informatika, bidang 

statistik, dan bidang persandian;  

c. pelaksanaan kebijakan teknis bidang komunikasi dan informatika, bidang 

statistik, dan bidang persandian; 

d. pembinaan, koordinasi, pengendalian, dan fasilitasi pelaksanaan urusan 

bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, dan bidang 

persandian;  

e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang komunikasi dan informatika, 

bidang statistik, dan bidang persandian; dan 

f. pelaksanaan kegiatan penatausahaan Dinas Komunikasi, Informatika, dan 

Statistik. 
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Bagian Kedua 

Kepala Dinas 

Pasal 5 

Kepala Dinas mempunyai tugas: 

a. menyusun dan merumuskan kebijakan strategis dinas; 

b. memimpin penyelenggaraan urusan bidang komunikasi dan informatika, 

bidang statistik, dan bidang persandian dalam rangka mencapai target 

kinerja dinas; 

c. memimpin evaluasi pelaksanaan seluruh kebijakan pada Dinas 

Komunikasi, Informatika, dan Statistik; 

d. mengendalikan dan mengarahkan penggunakan sumber daya manajemen 

pada dinasnya; dan 

e. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan organisasi perangkat 

daerah, instansi, dan lembaga lainnya serta unsur masyarakat; dan 

f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 

Bagian Ketiga 

Sekretariat  

Pasal 6 

Sekretariat mempunyai tugas pokok mengoordinasikan penyusunan program 

dan penyelenggaraan tugas bidang secara terpadu serta tugas pelayanan 

administratif. 

Pasal 7 

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, 

Sekretariat mempunyai fungsi: 

a. pengoordinasian penyusunan perencanaan program dan kegiatan dinas; 

b. pengoordinasian dan sinkronisasi penyelenggaraan tugas bidang; 

c. penyelenggaraan pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi 

keuangan, dan administrasi kepegawaian;  

d. pengelolaan barang milik daerah pada dinas di luar pengadaan 
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bangunan; 

e. penyelenggaraan urusan umum dan perlengkapan, keprotokolan, dan 

hubungan masyarakat; 

f. pelaksanaan pengelolaan urusan kepegawaian; 

g. penyelenggaraan ketatalaksanaan, kearsipan, dan perpustakaan; dan 

h. pelaksanaan pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kinerja dinas. 

Pasal 8 

Sekretaris mempunyai tugas: 

a. membantu Kepala Dinas untuk mengoordinasikan pembahasan substansi 

kebijakan teknis yang disiapkan oleh masing-masing bidang; 

b. membantu Kepala Dinas dalam pengendalian, monitoring, dan 

pencapaian target masing-masing bidang; 

c. membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan pelaksanaan evaluasi 

pelaksanaan tugas dan fungsi yang dilaksanakan oleh masing-masing 

bidang; 

d. membantu Kepala Dinas dalam rangka pengelolaan sumber daya 

manajemen; dan 

e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 

Pasal 9 

Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan mempunyai tugas: 

a. menyusun rencana kerja subbagian; 

b. menyiapkan bahan penyusunan dokumen perencanaan dinas; 

c. menyiapkan bahan analisis, evaluasi, serta pengendalian terhadap 

pelaksanaan program dan kegiatan dinas; 

d. menyiapkan bahan penyusunan laporan capaian kinerja dinas; 

e. menyiapkan bahan dan menyusun rencana pengelolaan administrasi 

keuangan;  

f. melaksanakan layanan perbendaharaan; 

g. menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi dan pelaporan keuangan 
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dinas; 

h. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan subbagian; dan 

i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas 

dan fungsinya. 

Pasal 10 

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas: 

a. menyusun rencana kerja subbagian; 

b. menyiapkan bahan dan melaksanakan urusan rumah tangga, ketertiban, 

keamanan, dan kebersihan di lingkungan kerja;  

c. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan pengadaan 

sarana dan prasarana;  

d. melaksanakan pengelolaan barang milik daerah pada dinas di luar 

pengadaan bangunan;  

e. menyiapkan bahan dan melaksanakan urusan keprotokolan, hubungan 

masyarakat, dan pendokumentasian;  

f. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan administrasi 

perkantoran, kearsipan, dan perpustakaan;  

g. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan urusan 

kepegawaian;  

h. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan subbagian; dan 

i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 

Bagian Keempat 

Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik 

Pasal 11 

Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai tugas pokok 

merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang pengelolaan 

informasi dan komunikasi publik. 

Pasal 12 

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, 
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Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai fungsi: 

a. penyusunan perencanaan bidang pengelolaan informasi dan komunikasi 

publik; 

b. penyusunan kebijakan teknis bidang pengelolaan informasi dan 

komunikasi publik; 

c. informasi dan komunikasi publik; 

d. pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pengelolaan 

informasi dan komunikasi publik; 

e. pelaksanaan pengelolaan informasi dan komunikasi publik;  

f. pelaksanaan pendokumentasian hasil pengelolaan informasi dan 

komunikasi publik; dan 

g. pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kinerja bidang pengelolaan 

informasi dan komunikasi publik. 

Pasal 13 

Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai 

tugas: 

a. membantu Kepala Dinas dalam merumuskan substansi kebijakan bidang 

pengelolaan informasi dan komunikasi publik; 

b. membantu Kepala Dinas dalam pelaksanaan program dan kegiatan 

bidang pengelolaan informasi dan komunikasi publik; 

c. membantu Kepala Dinas dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi 

pelaksanaan program dan kegiatan bidang pengelolaan informasi dan 

komunikasi publik;  

d. membantu Kepala Dinas dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan 

pengelolaan sumber daya manajemen untuk melaksanakan tugas dan 

fungsi bidang pengelolaan informasi dan komunikasi publik; dan 

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 
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Bagian Kelima 

Bidang Layanan e-Government 

Pasal 14 

Bidang Layanan e-Government mempunyai tugas pokok merumuskan dan 

melaksanakan kebijakan teknis di bidang layanan e-government.  

Pasal 15 

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, 

Bidang Layanan e-Government mempunyai fungsi: 

a. penyusunan perencanaan bidang layanan e-government; 

b. penyusunan kebijakan teknis bidang layanan e-government; 

c. pelaksanaan kebijakan teknis bidang layanan e-government; 

d. pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan layanan e-

government; 

e. pelaksanaan pelayanan e-government;  

f. pelaksanaan pendokumentasian hasil pelayanan telematika; dan 

g. pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kinerja bidang pelayanan e-

government. 

Pasal 16 

Kepala Bidang Layanan e-Government mempunyai tugas: 

a. membantu Kepala Dinas dalam merumuskan substansi kebijakan bidang 

layanan e-government; 

b. membantu Kepala Dinas dalam pelaksanaan program dan kegiatan 

bidang layanan e-government; 

c. membantu Kepala Dinas dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi 

pelaksanaan program dan kegiatan bidang layanan e-government; 

d. membantu Kepala Dinas dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan 

pengelolaan sumber daya manajemen untuk melaksanakan tugas dan 

fungsi bidang layanan e-government; dan 

e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 
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Bagian Keenam 

Bidang Statistik 

Pasal 17 

Bidang Statistik mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan 

kebijakan teknis di bidang statistik.  

Pasal 18 

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, 

Bidang Statistik mempunyai fungsi: 

a. penyusunan perencanaan bidang statistik; 

b. penyusunan kebijakan teknis bidang statistik; 

c. pelaksanaan kebijakan teknis bidang statistik; 

d. pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan statistik;dan 

e. pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kinerja bidang statistik. 

Pasal 19 

Kepala Bidang Statistik mempunyai tugas: 

a. membantu Kepala Dinas dalam merumuskan substansi kebijakan bidang 

statistik; 

b. membantu Kepala Dinas dalam pelaksanaan program dan kegiatan 

bidang statistik; 

c. membantu Kepala Dinas dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi 

pelaksanaan program dan kegiatan bidang statistik; 

d. membantu Kepala Dinas dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan 

pengelolaan sumber daya manajemen untuk melaksanakan tugas dan 

fungsi bidang statistik; dan 

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan 

tugas dan fungsinya.  

Bagian Ketujuh 

Kelompok Jabatan Fungsional 

Pasal 20 
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>>Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2022 – Bab V V/C.11-  C.12 

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai 

dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

Pasal 21 

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 

huruf c, huruf d, huruf e, terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang 

terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang 

keahliannya. 

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dipimpin oleh subkoordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional 

sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan pimpinan 

tinggi pratama. 

(3) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan 

tugas membantu Jabatan Administrator dalam penyusunan rencana, 

evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-

masing pengelompokan uraian fungsi. 

(4) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) 

ditetapkan oleh pejabat Pembina kepegawaian atas usulan pejabat yang 

berwenang. 

(5) Ketentuan mengenai pembagian tugas subkoordinator sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Walikota. 
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>>Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2022 – Bab V V/C.12-  C.12 

2. Ketentuan Perundang-Undangan yang Mendasari Pelaksanaan 

Program/Kegiatan Operasional SKPD 

 Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar kegiatan Operasional bagi 

SKPD  adalah : Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok 

dan Fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik 

 

 

3. Penggantian Manajemen pada Tahun Berjalan 

  

 

 

 

 

 

4. Penggabungan atau Pemekaran Entitas pada Tahun Berjalan 

  

 

 

 

 

 

 

 





 

LAMPIRAN 
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